







Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 
penulis menarik kesimpulan bahwa  
1. Pencegahan tindakan main hakim sendiri yang dapat dilakukan oleh 
polisi terhadap pelaku pencurian dapat berupa upaya preventif dan upaya 
represif. Upaya prentif berupa penjagaan, pengawalan dan patroli agar 
keamanan di masyarakat. Upaya represif berupa pendekaan pelayanan 
publik, pelayanan edukatif terhadap masyarakat, mewujudkan kemitraan 
dengan masyarakat dan memberikan meteri sosialisasi pencegahan.  
2. tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat dikarenakan 
masyarakat belum mengetahui bahwa tindakan main hakim sendiri 
adalah tindakan yang dapat dipidanakan karena didalam tindakan main 
hakim sendiri memungkinkan terjadinya tindakan pengeroyokan, 










                                                                      
B. Saran 
1. Bagi polisi kiranya dapat mendekatkan diri lagi dengan masyarakat 
supaya masyarakat dapat menyadari akan hukum dan tidak melakukan 
tindakan main hakim sendiri lagi. Sumber daya manusianya lebih 
ditambahkan lagi agar upaya preventif dan represif dapat diwujudkan. 
2. Masyarakat harus lebih menyadari akan adanya hukum yang berlaku di 
negara ini agar tidak semua tindakan pidana itu diselesaikan dengan cara 
main hakim sendiri. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan 
informasi kepada pihak kepolisian apabila terjadi tindakan pidana di 
sekitar lingkungannya tanpa harus menghami sendiri pelaku tindak 
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